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Menimbang : a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabe! serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
diperiukan sistem pemerintahan berbasis elektrc nik;
bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan elisiensi
sistern pemerintahan berbasis elektronik dipe lukan
tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan
berbasis elektronik secara nasional; _

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalisud dalam hurufa dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Pengelolaan ilistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Ber¢ncana

Nasional;




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 t{entang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48¢9);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 t:ntang
Perkembangan Kependudukan dan Pembargunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Jegara
Repunlik Indonesia Nomor 5080);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Kepiltusan
Presicen Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keduclukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kemer terian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tcntang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132);
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tcntang




Menetapkan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependuduk:n dan
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bercncana
Nasional Nomor 72/PER/BS5/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berericana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 t:ntang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana N:sional
Provinsi;

Perataran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berer.cana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan

Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencaria.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGELO..AAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUL UKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berericana
Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di b:dang
pengendalian  penduduk dan  penyelenggaraan

keluarga berencana.




10.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKKBN yang
selanjutnya  disingkat SPBE BKKBN adalah
penyclenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi  informasi dan  komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan
sistern informasi dari akses, penggunaan, penyeharan,
pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh
pihak yang tidak berwenang.

Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti Junak,
sarana dan prasarana, yang ketika diguiakan
bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung
pelaksanaan SPBE.

Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang
menyimpan data dalam jumlah besar dangan
mekanisme sistematis dan terstruktur.

Aplikast adalah instrumen yang mampu mengolah data
atau informasi secara otomatis sedemikian rupa
sehin;zga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi
pengguna dalam memperoleh data atau informas. yang
diperlukan.

Pengguna SPBE yang selanjutnya disebut Pen;;guna
adalah Kementerian/Lembaga/Daerah, pegawai
Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku
usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan
SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan,
dan pengendalian dalam penerapan SPBE s=cara
terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai pelaksanaan SPBE yang cfektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta Layanan SPBE Sfang
berkualitas.

Rencana Induk SPBE BKKBN adalah dokumen

perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

SPBE di lingkungan BKKBN untuk jangka waktu 20
{(dua puluh) tahun.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat Xeras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,
perangkat integrasi/penghubung, dan perzngkat
elektionik lainnya.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang antuk
melal:ukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Aplikiasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara berbagi paka oleh
BKKEN.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh BKKBN
untul: memenuhi kebutuhan khusus BKKBN.
Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanar. yang
terpadu dalam pelaksanaan SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mends=skripsikan integrasi proses bisnis, dat:. dan
informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE. dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE
yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
(satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah
proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset
teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria

dan/atau standar yang telah ditetapkan.




20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perur.dang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrati:’ yang

disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 2
Penyelenguzaraan SPBE BKKBN dilaksanakan berdasarkan
pada prinsip:

a. efektivitas;

b. keterpaduan;

c. kesinambungan;

d. efisiensi;

e. akuniabilitas;

f.  intercperabilitas; dan

g. keamanan.

Pasal 3
Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE FKKBN
dimaksudlian sebagai pedoman bagi BKKBN dalam

pelaksanaan dan pengembangan SPBE.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE BKKBN beriujuan

untuk:

a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntahilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkingan
BKKBN;

b. memudahkan masyarakat mendapatkan Pelayanan
Publik; dan

c. mewwudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan SPBE di lingkungan BKKBN.




(1)

BAB II
TATA KELOLA SPBE BKKBN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Tata Kelola SPBE BKKBN bertujuan antuk
memastikan penerapan unsur SPBE BKKBN :ecara
terpadu.
Unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. lencana Induk SPBE BKKBN;
b. Arsitektur SPBE BKKBN;
P’eta Rencana SPBE BKKBN;
rencana dan anggaran SPBE BKKBN;
Proses Bisnis;
Data dan informasi;
Infrastruktur SPBE BKKBN;
Aplikasi SPBE BKKBN;
IHeamanan SPBE BKKBN; dan
Layanan SPBE BKKBN.

ST O T

b=t
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Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE BKKBN

Pasal 6

Rencena Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimiiksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertujuan intuk
memberikan arah pelaksanaan SPBE yang te padu
dan berkesinambungan.
Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimiksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE BKKBN;
b. arah kebijakan SPBE BKKBN;
c. strategi SPBE BKKBN; dan

peta rencana strategis SPBE BKKBN.




Rencana Induk SPBE BKKBN disusun berdasarkan
Renciina Induk SPBE Nasional, Rencana Pemban junan
Janglka Panjang, dan Grand Design Refcrmasi
Birokrasi.

Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimiaksud
pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh llepala

BKKE:N.

Pasal 7

Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat {1) disusun untuk jangka waktu 20 {dua puluh)

tahun dan dapat dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau

sewaktu-waktu berdasarkan:

a.

(4)

hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Re¢ncana
Induk SPBE BKKBN; dan/atau

perukahan kebijakan strategis nasional.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE BKKBN

Pasal 8
Arsitektur SPBE BKKBN disusun dengan berpedoman
pada Arsitektur SPBE Nasional dan Re:ncana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 {lima) (ahun
dan ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE BKKBN d=ngan
Arsitektur  SPBE  Nasional, Kepala  BHKKBN
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemeriniahan
di bidang aparatur negara.
Arsitektur SPBE BKKBN dilakukan reviu pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:




(1)

(2)

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. Tasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKKB \;

c. perubahan pada unsur SPBE BKKBN sebag:imana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai
dengan huruf j; atau

d. perubahan Rencana Strategis BKKBN.

Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dim iksud

pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Pengarah SPBE

BKKEN yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE BKKBN

Pasal 9 '
Peta Rencana SPBE BKKBN disusun d:ngan
berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional,
Arsitektur SPBE BKKBN, dan rencana strategis
BKKEN.
Peta encana SPBE BKKBN sebagaimana dimiksud
pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh kepala
untulk: jangka waktu 5 (lima) tahun.
Untulc menyelaraskan Peta Rencana SPBE BXKBN
dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala BKKBN
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi d.:ngan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin:ahan
di bidang aparatur negara.
Peta Rencana SPBE BKKBN dilakukan reviu pada
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) dilakukan berdasarkan:
perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
perubahan rencana strategis Pemerintah Nazional;
perubahan Arsitektur SPBE BKKBN; atau
hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKKBI.

e o0 T op
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-Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE BKKBN

Pasal 10
Rencana dan anggaran SPBE BKKBN disusun sesuai <lengan

proses perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 11

(1) BKKEN menyusun rencana dan anggaran SPBE
BKKE:N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dzngan
berpedoman pada Arsitektur SPBE BKKBN dan Peta
Rencana SPBE BKKBN.

(2) Untulk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE
BKKEN, penyusunan rencana dan anggaran SPBE
BKKEN dikoordinasikan oleh Biro yang bertanzgung

jawat di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 12
(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk
memberikan pedoman dalam penggunaan data dan
inforinasi serta penerapan Aplikasi SPBE B<{KBN,
Keamanan SPBE BKKBN dan Layanan SPBE BKXBN.
(2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada arsitektur SPBE BKKBN.

Pasal 13
Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terinvegrasi
untuk mendukung pembangunan atau pengembangan
Aplikasi SPBE BKKBN dan Layanan SPBE BKKBN yang

terintegrasi.

Pasal 14
Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dapat berkoordinasi dan
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konsultas: dengan menteri yang menyelenggarakan trusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 15
Data dan informasi mencakup semua jenis data dan
inforraasi yang dimiliki oleh BKKBN, instansi pusat
lainmva, pemerintah daerah, dan/atau yang dip:roleh
dari riasyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
Penggunaan data dan informasi sebagaima dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi
pakai data dan informasi antar unit kerja BHKBN,
instansi pusat lainnya, dan/atau pemerintah daerah
dengen berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan
akses data dan informasi, serta pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.
BKKEN menggunakan data dan informasi sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada
Arsitektur SPBE BKKBN.
Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar
Unit lkerja di lingkungan BKKBN dikoordinasikai oleh
unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang data dan

informasi.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE BKKBN

Pasal 16
Infrastruktur SPBE BKKBN terdiri atas:
a. Jjaringan intra BKKBN; dan
b. sistem penghubung layanan BKKBN.
Jaringan intra BKKBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang
diselenggarakan oleh BKKBN untuk menghubungkan

antar simpul jaringan di lingkungan BKKBN.




(2)

(3)

(3)
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Sistein penghubung layanan BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem
penghubung layanan yang diselenggarakan oleh
BKKEN untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di
lingkuingan BKKBN.

Pasal 17
Penggunaan Infrastruktur SPBE BKKBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan
untul: meningkatkan efisiensi, keamanan dan
kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi
kebuiuhan Infrastruktur SPBE BKKBN.
Penggunaan Infrastruktur SPBE BKKBN sebagaimana
dimal:sud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pskai di
lingkuingan BKKBN.
Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
BKKEN harus didasarkan pada Arsitektur SPBE
BKKEN.
Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE
BKKEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 a7at (1)
difasilitasi oleh unit kerja yang bertanggung javab di

bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

Penyelenggaraan jaringan intra BKKBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat
menggunakan jaringan fisik yang dibangun BKKBN
dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan
jaringan.

Penggunaan jaringan intra BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan
informasi antar simpul jaringan di lingkungan BFKKBN.
Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra
BKKBN dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanagung

jawab di bidang teknologi informasi dan komunikasi.




(1)

(4)
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Pasal 19

Jaringan intra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasa. 18 harus menggunakan jaringan intra

pemerintah.

Dalain menggunakan jaringan intra pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ajrat (1), BKKBN harus:

a. rmembuat keterhubungan dan akses Jaringan
Iatra BKKBN dengan jaringan intra pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan ooerasi
clari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang komunikasi dan
1aformatika; dan

c. raendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
cari kepala lembaga yang menyelenggarakan

tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

Penggunaan sistem per;ghubung layanan B.{KBN
bertujuan untuk memudahkan dalam melalukan
integrasi antar Layanan SPBE BKKBN.
Penggunaan sistem penghubung layanan BKKBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menggunakan sistem penghubung layanan
pemerintalh.
Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -.ntuk
memudahkan dalam melakukan integrasi antar
Layanan SPBE BKKBN dengan layanan SPBE yang
diselenggarakan oleh instasi pusat lain atau
pemerintah daerah.
Dalam menggunakan sistem penghubung layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), BKKBN harus:
a. membuat .keterhubungan dan akses jaringan

intra BKKBN dengan jaringan intra pemerintah;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar

Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;




(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
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c. 1nendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
clari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang komunikasi dan
informatika; dan

d. 1nendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
cdari kepala lembaga yang menyelenggarakan

tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE BKKBN

Pasal 21
Aplikasi SPBE BKKBN digunakan oleh BKKBN untuk
memberikan Layanan SPBE BKKBN.
Aplikasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.
Keterpaduan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi SPBE BKKBN dikoordinasikan oleh unil. kerja
yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi
dan komunikasi.
Dalam melaksanakan keterpaduan pembangunan dan
pengembangan Aplikasi SPBE BKKBN, Unit Kerj: yang
bertanggung jawab dibidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika.

Pasal 22
BKKEN harus menggunakan Aplikasi Umum.
dalam hal BKKBN tidak menggunakan Aplikasi Umum,
BKKBN dapat menggunakan Aplikasi sejenis dengan
Aplikasi Umum.
Dalam menggunakan Aplikasi sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), BKKBN harus:




(1)

(3)
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a. lelah mengoperasikan Aplikasi sejenis sebelum
Aplikasi Umum ditetapkan;

b. 1nelakukan kajian biaya dan manfaat terthadap
penggunaan dan pengembangan Aplikasi sejenis;

c. 1elakukan pengembangan Aplikasi sejenis yang
clisesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada
Aplikasi Umum; dan

d. rendapatkan pertimbangan dari Menteri yang
raenyelenggarakan urusan pemerintahen di

bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
BKKEN mengutamakan penggunaan kode sumber
terbu <a.

Dalan: hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE BKKBN menggunakan kode sumber teriutup,
BKKEN harus mendapatkan pertimbangan dari
mentori yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- BKKBN  dapat melakukan pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan pada
Arsitektur SPBE BKKBN.

Sebelum melakukan pembangunan dan
pengembangan  Aplikasi Khusus  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BKKBN harus mendapatkan
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Klusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
standar teknis dan prosedur pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan
Pemerintah.

Ketentuan mengenai standar teknis pembangunai dan

pengembangan  Aplikasi  Khusus  sebagaimana




(2)

(3)

(1)
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dimaksud pada ayat (3) diatur dengan pereturan
menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE BKKBN

Pasal 25
BKKEN harus menerapkan keamanan SPBE BKEBN.
Keamanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksuc pada
ayat (1} mencakup penjaminan kerahasiaan,
keutthan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan
inforraasi, Infrastruktur SPBE BKKBN, dan Aplikasi
SPBE BKKBN.
Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksuc pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi
keamanan, pembatasan akses, dan pengen-lalian
keamanan lainnya.
Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksuc pada
ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangai dan
pemuliithan.
Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme ver fikasi
dan validasi.
Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penerapan tanda tangan digital dan jariinan
pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat

digital.

Pasal 26
Dalant menerapkan Keamanan SPBE BKKBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan

menyelesaikan  permasalahan Keamanan  3PBE
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BKKE:N, Kepala BKKBN dapat melakukan konsultasi
dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang
menyclenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.

Penerapan Keamanan SPBE BKKBN sebaga mana
dimalisud pada ayat (1) harus memenuhi standar
teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Stancar teknis dan prosedur Keamanan SPBE
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur d:ngan
peraturan badan yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE BKKBN

Pasal 27

Layar.an SPBE BKKBN terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis

elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.
Layaran administrasi pemerintahan be rbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan Layanan SPBE BKKBN yang mend ikung
tata laksana internal birokrasi dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabillitas.
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan
SPBE BKKBN yang mendukung pelaksanaan Pele yanan
Publilz di BKKBN
Layanan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksuc. pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh wunit kerja vang
bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan
komunikasi.
Dalant melaksanakan Layanan SPBE BKKBN, Unit
Kerja yang bertanggung jawab di bidang Tel:nologi
Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4} berkoordinasi dengan menteri yang




(1)

(3)
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di aparatur
negara dengan mengikutsertakan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 1egeri.

Pasal 28

Layarnan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) hurul a, meliputi layanan yang mendukung
kegiaran di bidang perencanaan, penganggaran,
keuaigan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsipan, pengelolaan barang milik regara,
pengswasan, akuntabilitas kinerja dan layan:zn lain
sesuai dengan  kebutuhan internal  biirokrasi
pemerintahan.

Layar.an administrasi  pemerintahan  berbasis
elektronik diterapkan dengan pembangunar dan
pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

_ Pasal 29
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi
layanan yang mendukung program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan Pelayanan Publik di lingkungan
BKKEN.
Layanan publik berbasis elektronik diterapkan c:ngan
menglitamakan penggunaan Aplikasi Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasa 22.
Dalam hal layanan publik berbasis elektronik BKKBN
memerlukan = Aplikasi  Khusus, BKKBN dapat
melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi

Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
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Pasal 30
BKKEN menerapkan integrasi Layanan SPBE DBKKBN
berdasarkan pada Arsitektur SPBE BKKBN.
Integrasi Layanan SPBE BKKBN sebag:imana
dimaltsud pada ayat (1) merupakan - proses
menghubungkan dan menyatukan beberapa L:zyanan
SPBE BKKBN ke dalam satu kesatuan alur kerja
Layarian SPBE BKKBN.
BKKEN menerapkan integrasi Layanan SPBE BEKKBN
dengen Layanan SPBE Instansi Pusat dan Pemcrintah
Daereh.
Integiasi Layanan SPBE BKKBN dengan Layanan SPBE
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan
proses menghubungkan dan menyatukan satu
kesatian alur kerja Layanan SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam satu
kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
Integrasi Layanan SPBE BKKBN antar Unit Ker a dan
integrasi Layanan SPBE BKKBN dengan Layanan SPBE
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh unit kerja yang bertanggung jawab di widang
teknologi informasi dan komunikasi.
Dalanm melaksanakan Integrasi Layanan SPBE BKKBN
dengan Layanan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, Unit Kerja yang bertanggung jawab di vidang
Teknologl Informasi dan Komunikasi sebaga:mana
dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan mienteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahsn di

aparatur negara.
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BAB IIf
MANAJEMEN SPBE BKKBN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31
Manajemen SPBE BKKBN meliputi:
a. Ianajemen risiko;
b. raanajemen keamanan informasi;
c. 1anajemen data;
d. ranajemen aset teknologi informasi dan
Lomunikasi;
e manajemen sumber daya manusia;
f.  1nanajemen pengetahuan;
g. roanajemen perubahan; dan
h. raanajemen Layanan SPBE.
Dalan1 melaksanakan Manajemen SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoma:1 pada
Stancar Nasional Indonesia.
Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagzimana
dimal:isud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan
Manajemen SPBE BKKBN dapat berpedoman pada

standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 32
Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan SPBE BKKBN dengan meminin:alkan
dampak risiko.
Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada gyat (1)

dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi,




(3}

(2)
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analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
terhadap risiko dalam SPBE BKKBN.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ¢ yat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko
SPBE.

Dalar: melaksanakan manajemen ristko, <epala
BKKEN berkoordinasi dan dapat melakukan kon sultasi
dengen menteri yang menyelenggarakan urusan
peme ‘intahan di bidang aparatur negara.

Ketentuan mengenai pedoman manajemen risiko
sebagaiman dimaksud pada ayat (3) diatur cengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan trusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33
Manajemen  keamanan  informasi sebagaimana
dimakisud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, ber ujuan
untul: menjamin keberlangsungan SPBE FEFKKBN
dengan meminimalkan dampak risiko keainanan
informasi.
Manajemen  keamanan  informasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian
proses yang meliputi penetapan ruang lLrgkup,
penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja dan perhaikan
berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
Manajemen  keamanan  informasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi,
Kepala BKKBN berkoordinasi dan dapat melalukan
konsultasi dengan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di l:idang

keamanan siber.
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Ketentuan mengenai pedoman manajemen risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur cengan
perataran kepala lembaga yang menyeclenggirakan

urusen pemerintahan di bidang keamanan siber

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 34
Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf ¢ bertujuan untuk menjamin
terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terin:egrasi
dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian di lingkungan
BKKEN.
Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan
arsitektur data, data induk, data referensi, Basii; Data
dan kualitas data.
Manajemen data sebagaimana dimaksud peida ayat (2}
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data
SPBE.
Dalam melaksanakan manajemen data, Kepala BKKBN
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi ciengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Ketentuan mengenai pedoman manajemen risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur cesngan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasioral.
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Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunil:asi

Pasal 35

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf
d bertujuan untuk menjamin ketersediaar dan
optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan
komunikasi dalam SPBE BKKBN.

Manajemen aset teknologi informasi dan komtunikasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
serangkaian  proses  perencanaarl, pengitdaan,
pengelolaan, dan penghapusan perangkat keres dan
perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE BI{KBN.
Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen aset telnologi
informasi dan komunikasi SPBE.

Dalamy melaksanakan manajemen aset telnologi
informasi dan = komunikasi, Kepala  EKKBN
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi cengan
mentcerl yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika.

Ketentuan mengenai pedoman manajemen aset
teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perituran
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36
Manajemen sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, berzujuan




(2)

(4)

(6)

(2)
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untulk menjamin keberlangsungan dan penin:skatan
mutu layanan dalam SPBE BKKBN.

Manajemen sumber daya manusia sebageimana
dimalisud pada ayat (1) dilakukan melalui seranzkaian
proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan
pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE
BKKEN.

Manajemen sumber daya manusia memestikan
ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia
untuk: pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen SPBE
BKKEN.

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana

dimalisud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan

pedorian manajemen sumber daya manusia SPEE,

Dalam melaksanakan manajemen sumber daya
manusia, Kepala BKKBN berkoordinasi dan dapat
melakukan  konsultasi dengan menteri yang
menyclenggarakan urusan peme'rintahan di bidang
aparatur negara.

Ketentuan mengenai pedoman manajemen sumber
daya rnanusia sebagiman dimaksud pada ayar (3} diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 37

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk
meningkatkan kualitas Layanan SPBE BKKBN dan
mendukung proses pengambilan keputusan dalam
SPBE BKKBN.

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
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penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknoloyi yang
dihasilkan dalam SPBE BKKBN.

Manzjemen pengetahuan sebagaimana dimaksui pada
ayat (2) dilaksanakan Dberdasarkan peloman
manajemen pengetahuan SPBE.

Dalara melaksanakan manajemen pengetahuan, {epala
BKKEN berkoordinasi dan dapat melakukan kon sultasi
dengsn menteri yang menyelenggarakan 1irusan
pemerintahan di bidang pengkajian dan pencrapan
teknologi.

Ketentuan mengenai pedoman mansjemen
pengctahuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
diatur- dengan peraturan menteri yang
meny:lenggarakan urusan pemerintahan di idang

penglajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 38
Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk merjamin
keberiangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan
SPBE BKKBN melalui pengendalian perubahar yang
terjadi dalam SPBE BKKBN.
Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses
perencanaan, analisis, pengembangan, implem:ntasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE
BKKBN.
Mangjemen perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen perubahan SPBE.
Dalam melaksanakan manajemen perubahan, iKepala
BKKBN berkoordinasi dan dapat melakukan kon=ultasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.
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Ketentuan mengenai pedoman manajemen pert:bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan tiirusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 39

Manajemen Layanan SPBE BKKBN sebagsimana
dimalksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h ber:yjuan
untul: menjamin keberlangsungan dan meningl:atkan
kualitas Layanan SPBE BKKBN kepada Penggunz. SPBE
BKKEN.

Manajemen Layanan SPBE BKKBN sebagaimana
dimal:sud pada ayat (1) dilakukan melalui seran;zkaian
proses pelayanan Pengguna, pengoperasian Larranan,
dan pengelolaan Aplikasi SPBE BKKBN.

Pelayiman Pengguna SPBE BKKBN sebagaimana

dimal:sud pada ayat (2) merupakan kegiatan

-~ peLayanan SPBE BKKBN terhadap keluhan, ganyguan,

masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE
BKKEN dari Pengguna SPBE BKKBN.

Pengoperasian Layanan SPBE BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} merupakan kegiatan
pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE
BKKBN dan Aplikasi SPBE BKKBN.

Pengelolaan Aplikasi sebagaimana dimaksud paca ayat
(2) merupakan  kegiatan pembangunan dan
pengembangan  Aplikasti SPBE  BKKBN  yang
berpedoman pada metodologi pembangunar. dan
pengembangan Aplikasi SPBE BKKBN.

Manajemen Layanan SPBE BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen Layanan SPBE.

Dalam. melaksanakan manajemen Layanan SPBE

BKKEN, Kepala BKKBN berkoordinasi dan dapat
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melalukan  konsultasi dengan  menteri yang
meny:zlenggarakan urusan pemerintahan di Hidang
komunikasi dan informatika.

Ketentuan mengenai pedoman manajemen perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur cengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

peme-intahan di bidang komunikasi dan informe tika.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE

BKKEN terdiri atas:

a. eaudit Infrastruktur SPBE BKKBN;

b. audit Aplikasi SPBE BKKBN; dan

c. audit Keamanan SPBE BKKBN.

Audit  Teknologi Informasi dan  Komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
informasi dan komunikasi;

b. fungsionalitas teknologi informasi dan
komunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang
cdihasilkan; dan

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi
lainnya.

Audit  Teknologi Informasi dan  Komumuikasi

dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi

Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lerabaga

Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Audit  Teknologi Informasi dan  Komunikasi

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Lmuim
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penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan

Komumnikasi yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE BKKBN

Pasal 41
Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
hurut a dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan audit Infrastruktur.
Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling: sedikit 1 (satu} kali dalam 2 (dua) tahua oleh
BKKEN.
Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur
SPBE.
Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksdu pada ayat (1}, Kepala BEKKBN
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informasi terkait pemantauan, evakuasi, dan pelaporan
audit Insfrastruktur SPBE BKKBN.
Ketentuan mengenai standar dan tata cara pelaksanaan
audit Insfrastruktur SPBE diatur dengan per:zturan
lembaga  pemerintah non  kementerian yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di hidang

pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE BKKBN

Pasal 42
Audit Aplikasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas:




(4)

(5)

(2)

-20-

a. eaudit Aplikasi Umum; dan

b. audit Aplikasi Khusus.

Audit Aplikasi SPBE BKKBN sebagaimana dimraksud
pada ayat (1} dilaksanakan berdasarkan standar dan
tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE cengan
perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BKKEN dapat melaksanakan audit Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Dalarn1  melaksanakan audit Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala EKKBN
berkoordinasi dengan menteri yang menyelengg: rakan
urusen pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika terkait pementauan, evaluasi, dan
pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur cengan
peraturan lembaga pemerintah non kementeria1l yang
menyeclenggarkan tugas pemerintahan di  bidang

pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE BKKRBN

Pasal 43
Audit keamanan SPBE BKKBN sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. audit keamanan Infrastruktur; dan
b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
Audit Keamanan SPBE BKKBN sebagaimana dim.aksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan
tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Audit keamanan Infrastruktur dan audit keamanan
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam 2 (dua)

tahun.
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Audit keamanan Infrastruktur dan audit kearnanan
Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaktikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab
dibidang Teknologi, Informasi, dan Dokumentasi.
Dalar1 melaksanakan audit keamanan Infrast uktur
dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagsimana
dimalisud pada ayat (3), BKKBN berkoordinasi c engan
keme:aterian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan infornatika |
terkajit pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit
keamanan Infrastruktur SPBE BKKBN dan audit
keamanan Aplikasi Khusus.

Ketentuan mengenai standar dan tata cara pelaksanaan -
audit Keamanan SPBE diatur dengan peraturan
lembe ga yvang menyelenggarakan tugas pemerintahan

di bidang keamanan siber.

BAB YV
PENYELENGGARA SPBE BKKBN

Pasal 44
Kepala BKKBN melakukan koordinasi dan menetapkan
kebyakan SPBE BKKBN.
Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE EKKBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaken oleh
Kedeputian yang bertanggung jawab di bidang telnologi
informasi dan komunikasi kepada Tim Koordinasi

Nasional SPBE.
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BAB VI
PERCEPATAN SPBE BKKBN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Untulk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemeintahan dan Pelayanan Publik, dilakukan
perceratan SPBE BKKBN.

Perce ratan SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan pengembangan A likasi
Umura dan membangun Infrastruktur untuk
memberikan Layanan SPBE BKKBN.

Layaran SPBE BKKBN sebagaimana dimaksuc pada
ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan
pemerintahan di bidang:

a. perencanaarn;

=)

penganggaran,
pengadaan barang dan jasa pemerintah;
akuntabilitas kinerja;

pemantauan dan evaluasi;

kearsipan;

kepegawaian; dan

Pelayanan Publik.

Kepala BKKBN mencegah dan/atau mengheitikan

@t e oo

pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
sejenis dengan Aplikasi Umum.

Dalam hal BKKBN menggunakan aplikasi sejenis
dengan Aplikasi Umum, BKKBN harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
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Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa

(1)

(2)

(3)

Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 46

Untukk optimalisasi, transparansi, dan akuntebilitas
pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan
bararg dan jasa BKKBN, diperlukan keterraduan
terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran,
dan pengadaan barang dan jasa peme-intah,
akuniabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi
bagi BKKBN.

Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada aat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perituran

perur dang- undangan.

Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE EKKBN

yang mencakup:

a. layanan perencanaan;

b. liyanan penganggaran;

c. layanan pengadaan;

d. layanan akuntabilitas kinerja; dan

e. liyanan pemantauan dan evaluasi.

Prose:s bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE BKK 3N ke

Layanan SPBE.

Integrasi Layanan SPBE BKKBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} dilakukan melalui:

a. bagl pakai data perencanaan, penganggaran,
pengadaan  barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan
evaluasi,;

b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk

bagi pakai data; dan




(6)

(7)

(1)

(3)
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c. penyelenggaraan sistem Aplikasi perencenaan,
penganggaran, pengadaan, akuntabilitas k nerja,
clan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Integrasi Layanan SPBE BKKBN sebag:imana

dimalisud pada ayat {4) dikoordinasikan oleh Unit kerja

yang bertanggung jawab di bidang teknologi, informasi
dan komunikasi.

Dalari melaksanakan integrasi Layanan SPBE BKKBN

ke La/anan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Kepala BKKBN berkoordinasi dengan menteri di Jidang

perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 47
Untult  efisiensi  penyelenggaraan  administrasi
pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang
terpadu di lingkungan BKKBN, dilakukan penc¢rapan
kearsipan berbasis elektronik.
Penyelenggaraan kearsipan yang terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai cengan
keteniuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan
kearsipan antar Unit kerja.
Integrasi layanan kearsipan BKKBN sebaga:mana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan;
b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk
bagi pakai data dan informasi kearsipan; dar
c. penyelenggaraan sistem Aplikasi kearsipan vang
terintegrasi.
Integrasi layanan kearsipan BKKBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Unit kerja

yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.




(6)

(2}
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Integrasi layanan kearsipan BKKBN sebagezimana

dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dengan l: yanan

kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah L aerah.

Integiasi layanan kearsipan BKKBN dengan leyanan

kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
melalui:

a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam
Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah,
clan/atau Instansi Pusat dan Pemerintah Deaerah;

b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan

c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipar. yang
terintegrasi.

Dalam rangka integrasi layanan kearsipan EKKBN

dengen layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat

(6), Kepala BKKBN berkoordinasi dengan menteli yang

meny:lenggarakan urusan pemerintahan di hidang

aparatur negara.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 48
Untuk: efisiensi dan transparansi dalam manéajemen
pegawai negeri sipil, dilakukan penerapan man:jemen
pegawai negeri sipil berbasis elektronik bagi BKK 3N.
Penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis
elektronik bagi BKKBN sebagaimana dimaksuc pada
ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil be:basis
elektronik bagi BKKBN sebagaimana dimaksucd pada
ayat (1) melalui:
a. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi untuk

bagi pakai data dan informasi kepegawaian; dan




(3)
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b. penyelenggaraan sistem Aplikasi dan transalksi
layanan kepegawaian yang terintegrasi.

Penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis
elektronik bagi BKKBN sebagaimana dimaksuc. pada
ayat (1) dintegrasikan dengan layanan kepegawaian
BKKEN untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan BKKBN.

Penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis
elektronik bagi BKKBN yang diintegrasikan cengan
layanan kepegawaian BKKBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Unit Kerje. yang
bertaiggung jawab dibidang manajemen kepegavraian.
Layar.an kepegawaian BKKBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diintegrasikan ke layanan kepeg: waian
untul: konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka integrasi layanan kepeg:waian
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala EKKBN
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggesrakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kelima

Pelayanan Publik

Pasal 49

Untuls kecepatan, transparansi, dan akuntsabilitas
Pelayeznan Publik di lingkungan BKKBN, dilakukan
penerapan Pelayanan Publik berbasis elektronik.
Penerapan Pelayanan Publik BKKBN berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Penerapan pelayanan Publik BKKBN berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayzt (2)
dilakukan melalui: |
a. bagi pakai data dan informasi Pelayanan Puilik di

lingkungan BKKBN;
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b. penyelenggaraan Basis Data terintegrasi antuk
bhagi pakai data dan informasi Pelayanan Fublik;
dan

c. penyelenggaraan sistem Aplikasi Pelayanan
I'ublik yang terintegrasi.

(4) Penerapan pelayanan Pelayanan' Publik BKKBN
berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3} dikoordinasikan oleh Unit kerja yang bertar ggung

jawal. di bidang teknologi informasi dan komunilt:asi.

(5) Penerapan pelayanan publik BKKBN  berbasis

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diintegrasikan dengan layanan pengaduan berbasis

elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah D.aerah.

(6) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
melal-ai;

a. lagi pakai data dan informasi pengaduan
pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam
Femerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk
bagi pakat data dan informasi pengaduan
pelayanan publik; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan
pelayanan publik yang terintegrasi.

(7) Dalam melakukan integrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Kepala BKKBN berkoordinasi clengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam

Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 50
Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE EXKBN

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Eelanja
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Negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE BKKBN

Pasal 51

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE BKKBN berujuan
untul: mengukur kemajuan dan meningkatkan kaalitas
SPBE di BKKBN.

(2) Dalara hal melakukan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
tim koordinator SPBE BKKBN.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksul pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi
SPBE.

(4) Dalarm hal melakukan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala EKKBN
dapat berkoordinasi dengan menteri yang
meny:lenggarakan urusan pemerintahan di bidang

apartur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52
infrastruktur SPBE BKKBN yang sudah tersecdia di
lingkungan BKKBN sebelum Peraturan Badan ini mulai
berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan

terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundanglkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAI" DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1599
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